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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.55/Menhut-II/2011

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN

HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT

DALAM HUTAN TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Tanaman Rakyat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2008;

b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian dan kemudahan
berusaha serta hasil evaluasi, maka Peraturan Menteri
Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
disesuaikan;

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara
Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2008
tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan Untuk
Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan
Hutan Tanaman Rakyat;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2009
tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman
Industri dan Hutan Tanaman Rakyat;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 405);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA
CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat
yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada
hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan
silvikultur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

2. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja
untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR, antara lain memuat aspek
kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang
disetujui Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

3. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat selanjutnya disingkat RKT adalah rencana kerja yang
disusun secara gabungan dalam satu kelompok tani hutan (KTH) dan/atau
koperasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran
RKUPHHK-HTR yang disampaikan kepada UPT sebagai bahan
pemantauan.

4. Penetapan areal Hutan Tanaman Rakyat adalah pencadangan areal kawasan
hutan oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi hutan tanaman rakyat.

5. Perorangan adalah warga negara Indonesia orang yang cakap bertindak
menurut hukum.

6. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di
sekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial yang mata pencaharian
utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan.

7. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan
individu petani di desa sekitar kawasan hutan yang membentuk wadah
organisasi, tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan
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kepentingan untuk bekerjasama mengembangkan usaha hutan tanaman
rakyat untuk mencapai kesejahteraan anggota dan kelompoknya.

8. Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang
seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian.

9. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat Pusat
P2H adalah satuan kerja di Kementerian Kehutanan yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum untuk memberikan
pelayanan berupa penyediaan pembiayaan pembangunan hutan antara lain
kepada pemegang IUPHHK- HTR.

10. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang
kehutanan.

11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung
jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.

12. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di
bidang kehutanan di Provinsi.

13. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab
di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota.

14. Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah
KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan produksi.

15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan.

16. Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat desa dan
ditetapkan oleh Bupati/Walikota serta merupakan pimpinan pemerintah
desa.

BAB II

PENETAPAN AREAL

Pasal 2

(1) Alokasi dan penetapan areal HTR dilakukan oleh Menteri pada kawasan
hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain.

(2) Alokasi dan penetapan areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
pencadangan areal HTR yang didasarkan pada rencana pembangunan HTR
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